
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO 

NOMOR 12 TAHUN 2022 

 

T E N T A N G 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO 
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                                     KALURAHAN  : WONOKROMO 

                                     KAPANEWON : PLERET 

                                     KABUPATEN  : BANTUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN

SALINAN





  3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 



terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 6); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

960); 



  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1295); 

  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25 

Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7); 

  17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan 

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2); 

  18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana 

Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 

Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana 

Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 

Nomor 37); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019  Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 119 ); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan 



(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 

8); 

  21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2020 Nomor 87); 

  22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf 

Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129); 

  23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

  24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022  Nomor 100); 

  25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022  Nomor 103); 

  26. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Kalurahan Wonokromo (Lembaran 

Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 10); 

  27. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo 

(Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 

11); 

  28. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Tahun 2021-

2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 

Nomor 3); 

  29. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 7 Tahun 



2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 

Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan 

Wonokromo Tahun 2022 Nomor 7); 

  30. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan 

Wonokromo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo 

Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 

2022 Nomor 6); 

  31. 

 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, 

Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan 

Permusya-waratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan 

Wonokromo Tahun 2022 Nomor 10); 

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO 

dan 

LURAH WONOKROMO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

WONOKROMO  TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

 

Pasal 1  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 

2023 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Kalurahan : 6.335.569.158 

 a. Pendapatan Asli Kalurahan  504.240.150 

 b. Dana Desa  1.795.043.000 



 c. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah   519.747.808  

 d. Alokasi Dana Desa 1.261.138.200 

 e. Bantuan Keuangan Propinsi 1.250.000.000 

 f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 1.000.000.000 

 g. Pendapatan lain-lain 5.400.000 

 

2. Belanja Kalurahan:  

 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kalurahan 2.831.219.100,58 

 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 2.202.094.844,00 

 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    583.628.000,00 

 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat    634.439.000,00 

 e. Bidang Penanggulanagan Bencana, Darurat, dan 

Mendesak    270.100.000,00 

    

 Jumlah Belanja 6.521.480.944,58 

 Surplus/ (Defisit)  (185.911.786,58) 

   

3. Pembiayaan Kalurahan:  

 a. Penerimaan Pembiayaan 265.911.786,58 

 b. Pengeluaran Pembiayaan 80.000.000,00 

Pembiayaan Netto 185.911.786,58 

 

  

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. 

 

Pasal 3 

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan 

guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila 

di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



KESEPAKATAN BERSAMA 

 
Pada hari ini, Jum’at tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu 
Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Nama :  HENRI KRISMAWAN, SP., MM 

Jabatan :  Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo  

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan 

Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut  PIHAK KESATU 
2. Nama :  H. AM MACHRUS HANAFI, S.Ag 

Jabatan :  Lurah Wonokromo 
 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan 

Wonokromo, selanjutnya disebut  PIHAK KEDUA.  
 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati rancangan Peraturan 
Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Kalurahan. 
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  
 

PIHAK  KEDUA 
LURAH WONOKROMO 

 
 
 

 
H. AM MACHRUS HANAFI, S.Ag 

PIHAK KESATU 
KETUA BAMUSKAL WONOKROMO 

 
 
 

 
HENRI KRISMAWAN, SP. MM 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
  



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

KAPANEWON PLERET 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO 
 

 
 

Alamat : Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul Telp .(0274) 4415258. Kode Pos 55791 

e-mail: bpdwonokromo@gmail.com 

 
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO 

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL 

 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO 

 
NOMOR : 16 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 

ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO, 
 
Menimbang: a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dalam 

musyawarah Badan Permusyawaratan 

Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan 

Kalurahan;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan 

Wonokromo Peraturan Kalurahan tentang 

Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan 

Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 

2023 menjadi Peraturan Kalurahan; 

  

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 

 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 

tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558);  

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 

Desa;  

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2094); 

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2019 Nomor 9); 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 8); 



 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47); 

 10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 

2020 tentang Peresmian Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 

menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan 

Permusyawaratan Kalurahan Periode 2018-

2024); 

 11. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 

Tahun 2021-2026; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN 

KALURAHAN 
KESATU :  Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 

Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Kalurahan.  

KEDUA :  Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di : Wonokromo 

Pada Tanggal : 16 Desember 2022 

 

KETUA BAMUSKAL WONOKROMO 

  

 

 

HENRI KRISMAWAN, SP, MM 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 

1. Bupati Bantul; 
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; 
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; 
4. Panewu Pleret; 
5. Untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; 


